BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4),
Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak
kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan
perhitungan oleh Wajib Pajak;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, terjadi perubahan nomenklatur Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820j);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Mengingat:

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
I\‘Yegara Reh*ﬂ}\’.ﬂz TrnAnnaain T\Tnmer 5ﬁ1 9};
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang  Nomor 23
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 215
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neovara Renubhhil
Negara Re

pu
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 135 Tahun 2000 tentang
Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4049},

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama

Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Daratiivan Maoantee: Tlalasrnm Deogow: Daoarmmoss D1 Talhiie PN
rCraturail wviCrilcri waidiii 1‘\15\/11 ANLLLi “ 1 PAliliil LWV ik
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2007 Nomor 32j;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAHKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG
WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yan

-4

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi

-

kewenangan dacrah otonom.
Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

adan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat
Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan pemungutan

Pajak Daerah dan mengelola pendapatan daerah.

Pejabat adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga
dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif, dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah
kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang
oleg orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperiuan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
Walet.

. Burung Walet adalah satwa yang termasuk Marga Collocacia,

yaitu Collocacia Fuchliap Haga, Collocacia Maxina, Collocasia
Esculanta, danCollocacia Linchi.

e}

dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturaan Perundang-undangan perpajakan
Daerah.
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Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Bupatipaling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Pajak vang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiai dari

perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak
atau kepada Wajib serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Ketetapan vang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat
disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang
menetukan besarnya jumiah pokok pajak, jumiah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat
Ketetapan Pajak vang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumiah keiebihan pembayaran pajak, karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjuinya
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak
danjatau sanksi administrasi berupa bunga danjatau
denda.




25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang
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membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan

Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau Terhadap
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak
atas Banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib pajak.

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
vang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun

Tasinals
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Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpuikan bukti yang dengan
bukti itu membuat perang tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah yang terjadi serta —menemukan

BAB II
BYEK DAN SUBYEK PAJAK
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Pasal 2

Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung Walet.
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Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2)
adalah :
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dikenakanPenerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung Walel lainnya yang dilelapkan dengan Peraluran

Bupati.

Pacal 2
rasai o

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang
burung Walet.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang
burung Walet

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

"ij

asal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung
Walet.

Nilai Jual sarang burung Waletsebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran
umum sarang burung Walet dengan volume sarang burung
Walet.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengaiikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasai 4 ayat
(1)dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini.

Hasil penerimaan Pajak Burung Walet merupakan sumber
pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah.

Pasai O

Pajakyang terutang dipungut diwilayah daerah tempat

ﬂononmhﬂan '13!’:, atau ﬂeng’uga‘.aan sarang bYU"HﬂU Walet

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK




(2) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan Bupati dibavar dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

{5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
SKPDKBT.

P
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terutangnya pajak, Bupati dapat menerbit an
a. SKPDKB apabila:

1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupatidalam jangka
waktu tertentu dan seteiah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran;

N T

3} Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak
terutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang

P B ey g o g e g amm s aias loadn samaie il
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yang terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya

i A _— sitane davm
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tidak ada kredit pajak.
(2) Kekurangan pajak _yang terutang dalam SKPDKB
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dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibavar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah pajak kurang bayar.

(4) Jika waijib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
pemeriksaan  tidak  dikenakan  sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5) Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% ({dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% {(dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau
terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
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Pasal O

Tata cara penyampaian dan pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKB, SKPDKBT serta dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pasal7 ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BABV
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 {(satu) tahun kalender setelah pengambilan
sarang burung Walet.

Pasal 11

Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat

Qo vy vy
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Pasal 12

(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serla dilanda tangani oleh
Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Bupatiselambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
mempergunakan STPD, atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Zi
&

oy

‘asdai

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
saat terutangnya pajak, paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimannya SPPT oleh wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satyj

bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupatiatas permohonan wajib pajak setelah memenuhi

POFJITAFATA M itarntiiles An maomharilrznn naraatiliiinn
prisyaiatai: J’““S u.lL\,LJ.Lux\a.xl uutJGL ncinnoerngkan P cL.LLJ.JuQ-lx

kepada wajib pajak Daerah untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak Daerah, dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua Persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pajak Daerah yang terhutang  berdasarkan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak

i p £ i o |
LY L’ilf.ll’l() ll]i avar nleh \11411!\ muial nords walbionva diiaonh
CRlciia Duaidiiag uuy ilaii YYyogga e (= A0 Lo S, 4 4 mx.l.ua.LJ < \.I.J.LMBLAA

dengan Surat Paksa.

D-ﬁj
Joit

i

-

asal 16
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa,
Bupati segera menerbitkan surat perintah melakukan
penyitaan.

Pasal 17

Bentuk Jems dan isi formuhr yan dlpergunakan untuk

1 Peraturan Bunati

{
o
s
D
§
3
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BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat

vang ditunjuk atas:
a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;

e. SKPDN,; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpaiakan daerah.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai dengan alasan- alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan
SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah
memenuhi atau membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui wajib pajak;

“alharaia InarQTIn o o 1TV Oy

Keberatan y&ug tidak memenuhi plrsyaraai Senagauuaua
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai surat keberatan dan tidak dapat
dipertimbangkan;

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

Bupati dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak terhutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yvang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kcpada
Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati.




(2)

(1)

-
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Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilampaui pengajuan keberatan dianggap gugur
atau tidak diterima.

Pengajuan Permohonan banding menangguhkan
kewajibannya membayar pajak sampai dengan 1 {satu) Bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan banding.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal
18 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 20

S3FAENET i lLismiihnua bolalnhan ne an\u\ ITHT
““"-’ULHK.:{“ {Ju&}&{i &Ldu bt;u; Liriiiyor LX\JLULJLLLd_l Pl JC'LI a

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

Imbalan bunga scbagaimana dimaksud ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berup
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Keberatan W;‘.;:b L_a.a‘.« ditolak atan dikabulkan

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen} sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fidak
dikenakan.

Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan
sebagaian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah pajak
berdasarkan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB IX
BETULAN, ABATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PLNGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

(1)

(2)

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak Pejabat yang ditunjuk dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD SKPDN

atan Q)!\PPIJB vr}v}d dfl}nlll «)‘ ner bualnlva 1€ JHF(JI ‘%?]}Bhﬂn
tulis dan/atau kesalahan dan/atau kekeliruan penetapan
ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak
dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
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b. mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak

benar;

@]

. membatalkan atau mengurangkan STPD,;

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
periimbangan kemampuan membayar pajak atau kendisi

tertentu objek pajak;

e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
ng dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengai

va
J AN AATANNGIAS AR -5 > inA

tatacara yang ditentukan.

ot

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan, ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2}
diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permochonan
sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah harus
memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
ayat {3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan

dianggap di kabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permchonan pengemba
kelebihan pembayaran pajak kepada kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak
ditcrimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka

walktii paﬁﬁa lama 1 {satu) bulan.

...... ling lama

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk meclunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPDLB.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
berupa bunga scbesar 2% {(dua persen sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
schagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.




(1)

N
)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)
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BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (limaj tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
Kecdaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa; atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa
tersebut;

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 2

)]

Piutang pajak yang kadaluwarsa tidak dapat dilakukan
penagihan dan dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak
yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Tata cara pengahapusan piutang pajak vyang sudah
kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan
omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah} pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omzet serta
tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji kepatuhan
wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.




(2)

(1)

(3)

(5)

(6)
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Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau memmjamkan buku atau

Jas s 1rr\r| Anlriiman vang man faystal ol a N Anlriima 1mid
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yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

e
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guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

ot

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih Ilanjut tentang tata cara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya
oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan pekerjaannya
karena jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

peraf.’uz‘a_u DoI ul".d_aﬁ lﬁu.auga.u rcrpa‘ kan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatiuntuk membantu

dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2) yaitu:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan Keterangan Kepada pejabatl iembaga
Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang

melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah;

dupati ber TWeEnang memberikan izin tertulis kcpaua y6|aual_
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari wajib pajak

kepada pihak lain untuk kepentingan Daerah.

Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam
perkara Pidana atau perkara Perdata, atas permintaan hakim
berdasarkan hukum acara pidana atau hukum acara
perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ayat \Ai untuk membeﬁkan dcux/ atau 1116111p€rhua‘txxau
bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus
menycbutkan nama  tersangka, atau nama  crgugat,
keterangan yang diminta, serta hubungan antaraperkara

pidana atau perdata dengan keterangan yang diminta.
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BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Badan Pengelolaan

(2)

p—

—

[y
R

(5]

ud115m1 UdCl djl

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan

o e =
Uuyabl.

Pasal 30

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyldlk untuk melakukan penyldlkan tindak pidana di

aialran Yy s b Frhaoaas e T d Aalarn

uxuaug yCLyaqu\au Dacran DCuascuI"la_ua dimaksu auiaiii

undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat

. . . . . : 404 4
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Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah agar .eterangau atau

laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;

-
1
)
)

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengfgnaj orang pri ibadi ataui badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

'e)
o+

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan yang berhubungan dengan tindak pldana di
bidang perpajakan Daerah;

3
1

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

(R

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta

LR LRI L LUN AL ATRIZ 3,

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau  tempat pada  saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
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menghentikan penyidikan; dan/ atau

e

k. melakukan tmdakan lam yang perlu untuk kelancaran

nartr x( fitAs A Aan ser nlran rara
y\,xa_)u..u aii Lu.xuan y;uaqu Qi uxuc.uxs P xyaJa:\cux qacrain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

: | i 1 L |
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kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

XY7 229 54 1 e
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paja )
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau t1d k engkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu} tahunatau pidana denda
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau
kurang dibayar.

o,

oy
e
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(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melamplrkan keterangan yang tidak benar sehingga

TTIET PITd dare lania den T middana
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penjara paling lama 2 (duaj tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 32

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut
setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak ‘atau berakhlrnya masa pajak atau

Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatiyang
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana, dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan pidana  denda paling banyakRp.
4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatiyang

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dlpenuhlnya kewajiban
neiabat sebag dliulrlll/i dima ’Qi‘d i ,A\dn 28 avat {1} dan vat
 ahd e g A el e s SO WRLTEE Oy g RS J

(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (duaj
tahun dan pidana denda paling banyakRp. 10.000.000,-
(sepuluth juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang
vang kerahasiaannya dilanggar.
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1} dan ayat (2}
sesuai dengan sifatnya menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan selaku wajib pajak merupakan tindak
pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasal 33 ayat (1)
dan (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
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tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nitetanlian i Panoleal
- AN

LL.C\.;.&..J an di r il iial

pada tanggal 20 November 20‘18

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR: 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :15,112/2018
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